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KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang ll’(enerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK Nomor S/SEOJK.03/2016 tentang
Pencrapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan
tentang Penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI MA'NDIRL guna memberikan
gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI
MANDIRL Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance
yang telah dilakukan selama tahun 2022 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang
ada di dalam organisasi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, namun demikian agar selaras
dengan faktor- faktor penilaian yang tercantum dalam keteqtu_an Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG
meliputi:

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Penanganan benturan kepentingan

Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi Audit Ekstern

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rencana strategis Bank

Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan

D00 MOy b B D

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, seehingga kami mohon kritik
dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan
informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Badung, 31 Januari 2023
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
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PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, setelah membaca dan
mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau tata
kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang telah disusun oleh Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Nomor 5/SEOJK.03/2016, maka
dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan Good
Corporate Governance atau tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Untuk
selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan

evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau tata
kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung
jawab.

Disetujui ;
DEWAN KOMISARIS
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

I GST AGUNG ANOM HARSANA SUANDIANA
Komisaris Utama Konhisaris
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BAB I
PENDAHULUAN

Berdirinya  PT.BPR MITRA DBALI MANDIRI adalah untuk membantu perturmbuhan

ekonomi daerah serta berfungst sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat sekitarnya,

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANI)IRI-t‘clah mela'lu'i
hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kcmn’mhrfan Hl"R .
Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dllalm,' tetapi karni
yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan
stake holder, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan schat. Dengan
semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / stake holder dalam bermitra dengan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin

kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi
perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan
pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia
usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain

mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain
sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan
manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati- hatian dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No
04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.
13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk
mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima)

pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility,
Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

A. TRANSPARANCY ( Transparansi ) :

Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di
perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi
kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRIsangat transparan
dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI dan juga melalui homepage / website PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI https./bprmitrabalimandiri.com yang sangat mudah diakses.
Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Informasi
Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Sistem Pelaporan
Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat wakiu,

akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan
manajemen.

Laporan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI TAHUN 2022 1

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B. AKUNTABILITY ( Akuntabilitas ) :

Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkanys. Iank
dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara  memperhatikan
kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan stakeholder Iain,  Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang herkesinambungan,
Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas
dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam
perusahaan schingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank,

C. RESPONSIBILITY ( Pertanggungjawaban ) ¢
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta
tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan, Bagi PT.EPR MITRA
BALI MANDIRI Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam
menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan  peraturan
perundangan yang berlaku schingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam
jangka panjang.

D. INDEPENDENCY ( Independensi) :

Kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam
pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-
pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya
sesuai kompetensi yang memadai. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa
melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan
pemberlakuan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menyusun kebijakan dan
prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada
pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan
didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

E. FAIRNESS ( Kewajaran):

Perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih
memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil
dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan
demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada
perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berkedudukan di JI. Raya Kapal, Br Muncan -
Mengwi Kab. Badung, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 17
September 1992 oleh Notaris I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor C2-1786.HT.01.01 TH.1992 tanggal 17 September 1992.
Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal
01 September 2016 oleh Notaris Agung Iriantoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta, perihal pengesahan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan dan Perubahan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 14
sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Pasal 5 dalam POJK No. 62/POJK.03/2020
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tentang Bank Perkreditan Rakyat. Akta tersebut telah mendapat?can Surat Pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-
AH.01.03-0433701 tanggal 03 Agustus 2021.

PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beroperasi sesuai dengan Keputusan Mentcn.
Keuangan No : Kep-106/KM.17/1993, Tanggal 28 Mei 1993 yang berkantor pusat di
Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, !(abupalen l}adung.
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang selanjutnya disebut “"Bank”, mepyadan bah'wg
akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk menmgkatk.an nilai
tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat-dan alasan
tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan
untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.
Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus .b.erupaya
mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan
peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas,

namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku lainnya seperti :

1. Bank Perkreditan Rakyat

¢ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

* Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

* POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat

* SEOJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank Perkreditan Rakyat

* POIJK no 62/POJK.03/2020 Bank Perkreditan Rakyat

2. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
¢ POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR
Berdasarkan Modal Inti
¢ SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
(Multilisence)
3. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
* POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja
* Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015
e SKKNI BPR no 322 tahun 2016
¢ POJK 11/POJK.02/2021 Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di
Sektor Jasa Keuangan
4

. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
* POIJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan
Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat

SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran
Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku
POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
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SEOIK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan
SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan
POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan
SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
e POJK no 6/SEOJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan
5. Tata Kelola BPR
e POIJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR
SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR
SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan
SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016
Penerapan Tata Kelola BPR
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
e POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
e SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM
e SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no
8/SEOJK.03/2016 KPMM
7. Manajemen Risiko bagi BPR
e POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
e SEOIJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
e POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat
e SEOIJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK
e POJK no 23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS
9. Kualitas Aktiva Produktif
e PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
e PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBl/2006, tentang
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif
e POJK no 33/POJK.03/2019 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
10. Pedoman Kebijakan Perkreditan
« SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan
Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
o Lampiran SE no 14/26/DKBU
11. Pedoman Akuntansi BPR
e SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi
Keuangan BPR
¢ Pedoman Akuntansi BPR
12. Laporan Bulanan
o POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan
OJK
« SEOIJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR
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o SEOIJK no 18/SEOJK.03/2021 Perubahan atas SEOJK no 08/SEOJK.03/2019
Laporan Bulanan BPR
» SEOIJK nol2/SEOJK.03/2022 Laporan Bulanan BPR
13. Transparansi Kondisi Keuangan
e POIJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR
e SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi
e SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019
tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
e POIJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK
e Pedoman Penyusunan Data SLIK
e Struktur Data SLIK
e SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK
e POJK no 64/POJK.03/2020 perubahan POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
e SEOJK no 3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
15. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
e POIJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk
Pengembangan SDM BPR
16. Rencana Bisnis
e POIJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS
e SEOIK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR
e POIJK no 15/SEOJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR/BPRS
e SEOIJK no 28/SEOJK.03/2021Rencana Bisnis BPR
17. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
e POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
bagi BPR/BPRS
o SEOIJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
bagi BPR/BPRS
18. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
e POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP
¢ SEOIJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP
19. Undang-Undang
e UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
e UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme
20. Peraturan Pemerintah
e PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor
e PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
21. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
e POIJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
e SE no 32/SEQJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan
e SE no 38/SEOJK.01/2017 ttg Pedoman Pemblokiran serta merta Nasabah
DTTOT
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o POIK no 2VPOIK.O12019 tig Perubahan atas POJK no |')/|'.(|,)JK=((‘”M“:;’ i
Penerapan Anti Pencuctan Uang dan Pencegalian Pendanaan Terotisme ¢
vektor Jasa Kevangan

. :;\::: ,i'l‘ t‘:‘\&;iu'f(ﬁ‘f:n\o tte Pemblokiran Serta Merta Rekening Nasabah

Miterasi
. ::::::1:1& LR/MSAY2000 ty Tmplemetast SIGAP
N ~ . PATK ‘
“:n“;\:?i‘,“;\:?‘““v‘;‘::{?(\‘)!l O2.PPATKA9/12 1y Tatacara Penyampatan LTKM dan

. :';\}t:n‘Nn PER-1/1L02PPATK/L/14 ttp Pengennan Sanksl Administratif atas
Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

«  Porka No PER-O2/1LO/PPATRA S ttg Kategorl Penguna Jasa Berpotensi

Melakukan TPPU
Peraturan PPATK No 0172021 Tata Cara Pelaporan melalui GOAML
Peraturan PPATK No 1172021 Sistem Informasi Terduga Terorisme
Peratura PPATK no 14/2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GOAML
o SE PPATK no 0272021 Indikator TKM Tindak Pidana di bidang Perpajakan
23. Penjaminan Simpanan
o PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program
Penjaminan Simpanan PLPS_2 th 2014 Perubahan PLPS Penjamiman 2010
« Panduan Tatacara Perhitungan Premi
«PLPS no 1-2019 Laporan BPR
*PLPS no 2-2019 Laporan BPR/BPRS
24, Relaksasi
1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
« POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19
» POIK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019
» POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK no POJK no
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19
» POIJK no 2/POJK.03/2021 Perubahan atas POJK no 34/POJK.03/2020
tentang kebijakan BPR-BPRS sebagai Dampak Penyebaran Coronvirus
Disease 2019
e POIK no 17/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19
» POJK no 18/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 34/POJK.03/2020
Kebijakan BPR-BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease
2019
+ POIJK no 19/2022 Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada
Daerah dan Sektor Tertentu yang terkena dampak bencana
24. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait
25. Anggaran Dasar PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beserta perubahan-
perubahannya

26. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI
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27. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang &
Pencegahan Pendanaan Terorisme PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan
laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata
kelola dan kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan tata kelola di
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.
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